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. PENDAHULUAN

: 2021-2022
i
D12

. Rapat Dengar Pendapat (Panja Pembahasan 7 (tujuh)

RUU tentang Provinsi

. Terbuka

. Selasa, 8 Februari 2022

. Pukul 10.00 WIB s.d Selesai

. Ruang Rapat Komisi Il DPR R (KK 1)

Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta

- Membahas DIM 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi.
: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi Il

DPR RI

: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi | DPR RI
: A. 42 (empat puluh dua) Anggota Komisi Il DPR

Rl dari 52 (lima puluh dua) Anggota Komisi ||
DPR RI

Komite | DPD RI;

Kementerian Dalam Negeri RI;

Kementerian Keuangan RI;

Kementerian PPN/ Bappenas RI: dan
Kementerian Hukum dan HAM RI.

Mmoo ow

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat
Dengar Pendapat (Panja Pembahasan 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi
Komisi Il DPR RI dengan Komite | DPD RI, Kementerian Dalam Negeri R,
Kementerian Keuangan RI, Kementerian PPN/Bappenas RI, dan
Kementerian Hukum dan HAM R, dengan agenda membahas DIM 7
(tujuh) RUU tentang Provinsi, pada hari Selasa, 8 Februari 2022, dibuka
pukul 10.37 WIB oleh Ketua Komisi Il DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia
Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.



il

POKOK - POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat (Panja
Pembahasan 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi Komisi Il DPR R dengan
Komite | DPD RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan
RI, Kementerian PPN/Bappenas RI, dan Kementerian Hukum dan HAM
RI, dengan agenda membahas DIM 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi,
sebagai berikut:

1. Pandangan Menteri Dalam Negeri/Pemerintah terhadap 7 (tujuh) RUU
tentang Provinsi, sebagi berikut;

a. Pemerintah menghormati dan menghargai inisiatif dari DPR- RI dan
setuju untuk dilakukan pembahasan dengan catatan terbatas pada
pembahasan Dasar Hukum.

b. Pemerintah meminta agar tidak memperluas pembahasan terhadap
7 (tujuh) RUU ini diluar dari perubahan dasar hukum.

2. Dalam DIM Pemerintah terhadap 7 RUU Provinsi, seluruh usulan
substansi DPR yang disampaikan ditolak, beriku rinciannya:;

a. DIM RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 246 nomor
DIM. Terdapat 3 nomor DIM yang “setuju dibahas dalam Timsin dan
Timus dan 243 nomor DIM yang ditolak”.

b. DIM RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas 182 nomor
DIM. Terdapat 3 nomor DIM yang “setuju dibahas dalam Timsin dan
Timus dan 179 nomor DIM yang ditolak”.

c. DIM RUU tentang Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas 235 nomor
DIM. Terdapat 3 nomor DIM yang “setuju dibahas dalam Timsin dan
Timus dan 232 nomor DIM yang ditolak”.

d. DIM RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas 182 nomor
DIM. Terdapat 3 nomor DIM yang “setuju dibahas dalam Timsin dan
Timus dan 179 nomor DIM yang ditolak”.

e. DIM RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas 183 nomor
DIM. Terdapat 3 nomor DIM yang “setuju dibahas dalam Timsin dan
Timus dan 180 nomor DIM yang ditolak”.

f. DIM RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas 217 nomor
DIM. Terdapat 3 nomor DIM yang “setuju dibahas dalam Timsin dan
Timus dan 214 nomor DIM yang ditolak”.

g. DIM RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 206 nomor
DIM. Terdapat 3 nomor DIM yang “setuju dibahas dalam Timsin dan
Timus dan 203 nomor DIM yang ditolak”.



CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Dengar Pendapat (Panja Pembahasan 7
{tujuh) RUU tentang Provinsi Komisi Il DPR RI dengan Komite | DPD RI,
Kementerian Dalam Negeri R!, Kementerian Keuangan RI, Kementerian
PPN/Bappenas RI, dan Kementerian Hukum dan HAM RIl, dengan agenda
membahas DIM 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi, sebagai berikut:

1.

Undang-Undang pembentukkan provinsi dapat dikatakan kadaluarsa
karena dibentuk pada masa Indonesia masih menggunakan UUDS
Tahun 1950 dan dalam bentuk negara Republik Indonesia Serikat,
serta masih tergabung dalam satu Undang-Undang.

. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan,  mensyaratkan
perubahan harus diikuti dengan perubahan pada batang tubuh.

. Komisi Il DPR RI bersama denganDPD RI dan Pemerintah menyetujui

pembahasan RUU dilanjutkan oleh Tim Perumus (Timus) dan Tim
Sinkronisasi (Timsin).

. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.13 WIB.

Jakarta, 8 Februari 2022
KETUA RAPAT

; s

H. AHMAD DOLI KURNIA TAN % NGM
A-270




